
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPAT1 BONDOWOSO 
NOMOR ~a. TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Menginga 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO 

bahwa dalam rangka pengukuran dan p ningkatan kinerja, 
serta akuntabilitas kinerja instansi p merintah dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/9/M.PAN/5/2007 t ntang P dom n Umum Penetapan 
lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, 
perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 T hun 950 tentang 
Pembentukan Daerah-Da rah Kabupa en dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) s bagaim.ana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 T hun 1999 tentang 
Pen elenggaraan Negara yang B rsih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotism (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l)· 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150)· 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjaw b Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R publik Indon sia Tahun 
2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

Pa.raf' Koordlnul 5. Undang-Undang 
K p a Kabag. Kabag. 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t ntang Sistem 
P r ncanaan P mbangunan Nasional (Lembaran Negara 
R publik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 10 , Tambahan 
L mbaran N gara Republik Indonesia Norn r 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ten ng 
Pembentukan P raturan Perundang-Undangan (Lembaran 
N g ra Republik Indon sia Tahun 2012 Nomor 82, 
L mbaran N gar Republik lndon sia Nomor 5234); 

7. Und ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten ang 
P merintahan Daerah sebagaimana telah diubah beber pa 
kali terakhir d ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
201 5 tentan P rubahan k dua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Ta hun 2014 t ntang P merintahan Daerah; 

8. Peraturan P m rintah omor 8 Tahun 2006 ten ang 
Pel poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(L mbaran N gara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25 Tambah n Lembara n N g ra Republik Indon ia 
Nomor 4614); 

9. P raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Ta h pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Ev luasi P I k anaan R ncana Pembangunan Da rah 
P r uran P m rintah Nomor 8 Tahun 2006 tent ng 
P l poran K uangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(L mbaran N gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon sia 
N mar 4817); 

10. P r uran P m rintah Nomor 18 Tahun 2016 ten ng 
P r ngkat D rah (Lembaran Negara Republik Indon sia 
T hun 2016 Nomor 114, Tarnbahan L mbaran Negara 
R publik Indon sia Nomor 5887); 

11. P ra uran Pr siden Nomor 87 Tahun 2014 tent ng 
P r turan P laksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
und ngan (L mbaran Negara R publik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 82)· 

12. Peraturan M nt ri Dalam Neg ri Nomor 13 Tahun 2006 
t ntang P doman Pengelolaan Keuangan Daera h 
s bagaimana telah beberapa kali diubah erakhir dengan 
P r tu ran M nt ri Dalam Negeri Nomor 21 T hun 2011; 

13. P r turan M nteri N gara P ndayagun n Apar tur 
N ara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 t ntang Petunjuk 
P nyusunan lndikator Kinerja Utama; 

14. P ra uran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 
d n Reforma i Birokras.i omor 53 Tahun 2014 tentang 

unjuk T kni Perjanjia n Kin rja, Pelapor n Kinerj d n 
T t Kerja R viu Atas Laporan Kin rja Inst nsi 
P m rintah; 

15. P raturan M n eri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
t n ng Pemb ntukan Prociuk Hukum D rah (8 ri ta 
N a ra Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036); 

Kepa. la. J<nb g. 16. Peratura n ... 
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16. P r luran M nt ri Dalam N g ri Nomor 86 Tahun 2017 
t n ang Tata Cara Per ncanaan, Pengendalian Dan 
Ev luasi Pem bangunan Da rah, Tata Cara Evaluasi 
R n ngan P r uran D rah Tentang Rencana 
P mb ngun n J gka P nj ng Daerah D n Rencana 
P mbangunan Jangka M n ngah Daerah, erta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
D rah R ncana Pembangunan Jangka Menengah 
D r h dan R ncana Kerja P merin ah Oaerah (Beri ta 
N ara R publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. P raturan Da rah Kabupat n Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2010 entang R ncana Pembangunan Jangka 
P nj ng Da r h (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 
2005-2025 (Lembaran D r h Kabup n Bondowoso 
T hun 2010 Nomor 7 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
D r h K bupaten Bond woso (Lembaran Daerah 
Kabupa n Bondowo o Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
L mbaran Da rah Kabupa n Bondowoso Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
201 ten tang R ncana Pembangunan Jangka Menengah 
D r h Kabupa n Bondowoso Tahun 2014-2018 
(L mbaran Da r h Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 
Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
P ra uran Da rah Kabupat n Bondowoso Nomor 17 
T hun 2017 t nlang Perub h n Atas Peraluran Daerah 
K bup ten 8 ndowoso Nomor Tahun 2014 (Lembaran 
Da r h Kabupaten Bondowo o Tahun 2017 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 21); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN B ND WOSO. 

BAB I 
I ETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. P merintah D rah adalah Pemerin tah Kabupaten 

Bondowo o 
2. Bup ti adalah Bupati Bondowoso. 
3. rganisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
P m rintah Daerah. 

4. lndikator Kin rja Utama, y ng selanjutn a disingkat IKU , 
adalah ukuran keberha ilan dari suatu tujuan dan 
sasaran strategis instansi pemerintah. 

Paraf Koordinasi 5.Rencana ... Kab g. 
Hukum 
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16. Peraturan Menteri Dalam N g ri Nomor 86 Tahun 2017 
entang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian D~ 

Evaluasi Pembangunan Da rah, Ta a Cara Evaluas1 
R ncangan Pera ur n D r h T ntang R ncana 
p mbangunan J angk Panjang Da rah Dan Rencan 
Pembangunan Jangka Menenga h Daerah Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
D rah, Rencana Pemban nan Jangka Menengah 
D rah dan Rencana Kerj a P merintah Daerah (Berita 
N gara Republik Indonesia T hun 2017 Nomor 1312); 

1 7. P raturan Daerah Ka bu pat n Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) r bupat n Bondowoso Tahun 
2005-2025 (Lembaran Da r h Kabupaten Bondowo o 
T hun 2010 Nomor 7 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka 
D erah Kabupa en Bondowoso (Lembaran Daerah 
l bu paten Bondowo o T hun 2016 Nomor 7, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupa en Bondowoso Nomor 3); 

19 . P raturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nornor 9 Tahun 
201 4 tentang Rencana P mb ngunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupat n Bondowoso Tahun 2014-2018 
(Lernbaran Daerah Kabupal n Bondowoso Tahun 2015 
Nomor 5 Seri E) sebagaimana elah diubah dengan 
P raturan Daerah Kabupat n Bondowoso Nomor 17 
T hun 2017 ten tang Pen1 b h n Ata Pera tu ran Dae ra h 
Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Ta hun 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowo o Tahun 2017 Nomor 17 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 21); 

MEMUTU KAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA DI LIN KUN AN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Da rah adal h Pem rintah Kabupaten 

Bondowoso 
2 . Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
3. Organisasi Perangkat Da r h, yang selanjutnya disingkat 

OPD, adalah Organisasi P r ngkat Da rah di Lingkungan 
P merintah Daerah. 

4. lndika or Kinerja Utama, y ng lanjutnya di ingkat IKU , 
adalah ukuran k berha ii n dari suatu tujuan dan 
sasaran strategis instansi pemerintah. 

Paraf Koordinasi 5.Rencana ... 
K pal I b g. 
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5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

6 . Rencana Strategis OPD, yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan OPD 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kinerja Tahunan adalah hasil proses penetapan 
kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan 
program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan 
dalam rencana strategis. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan OPD serta renca na pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

9. Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja 
tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi 
pemerintah/unit kerja yang menerima 
amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang 
memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja 

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah wujud 
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan 
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang 
telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. 

11. Evaluasi Pencapaian Kinerja adalah kegiatan 
membandingkan antara hasil capaian kinerja dengan 
rencana/target kinerja yang ditetapkan. 

BAB II 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal2 

IKU Pemerintah Daerah dijabarkan secara terperinci dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa13 

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah 
Daerah dan masing-masing OPD untuk menyusun RPJMD, 
Renstra OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan 
Anggara n, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, 
serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen 
RPJMD dan Renstra. 

Pasal4 

Penyusunan penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan 
evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dilakukan oleh setiap Pimpinan OPD untuk 
disampaikan kepada Bupati. 

Paraf Koordinasi 
Kepala Ka bag. Kabag. 

Hukum 
BAB III... 
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BAB III 
KETE NTU AN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Di tetapkan di Bond oso 
pada tanggal 19 

BUPATI BON owoso, )t--

f ~ AMIN SAID HUSNI 21 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 19 MarQ-l ~018 

K.ABUPATEN BONDOWOSO, 

l i KARNA susw 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 3.;i. 

Kepala 
Bappeda 

L. 

Paraf Koordinasi 
Kabag. 

Organisasi 
Kabag. 
Hukum 

t{ 



No Sasaran strategis 

1 Meningkatnya 1 
aksesibilitas dan kualitas 
pendidikan 

2 Meningkatnya kualitas 2 
pemahaman agama 

3 Meningkatnya Derajat 3 
Kesehatan Masyarakat 

4 Menurunnya kerentanan 4 
kemiskinan 

5 

6 

Paral Koordh:aasi 

Kepala Bappeda Kabag.Organisasi 

• 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 32 TAHUN 2018 
TEijTANG 
PEN'ETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BONDOWOSO 

Indlkator Kinerja Utama Formula Sumber data Penanggungfawab 
(IKU) 

Indeks Pendidikan Indeks Rata Lama Sekolah + Badan Pusat Dinas Pendidikan 
Indeks Harapa; Lama Sekolah X l00% Statistik dan Kebudayan 

Persentase Potensi 1: Potensi konflik Badan Badan Kesatuan 
Konflik suku, agama, sara yang diselesaikan X l00C¾ Kesatuan Bangsadan 
ras, dan antargolongan L potensi konflik 

0 Bangsadan Politik 
yang Ditangani Politik 
Angka Harapan Hidup Rata-rata perkiraan banyak tahun Kepala Dinas Kepala Dinas 

yang dapat ditempuh oleh seseorang Kesehatan Kesehatan 
sejak lahir. 

Persentase Penurunan 1: Penanganan PMKS Dinas Sosial Dinas Sosial 
Penyandang Masalah 1:PMKS X100% 
Kesejahteraan Sosial 
Rasio Rumah La.yak 1: Rumah Layak Huni Dinas Dinas Perumahan 
Huni 1: Rumah yang Ada X lOO% Perumahan dan dan Kawasan 

Kawasan Permukiman 
Permukiman 

Persentase 1:Penduduk N - 1:Penduduk N - 1 Dinas Dinas 
Pertumbuhan Penduduk 1:Penduduk N - 1 X lOO% Pemberdayaan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perempuan dan 
Keluarga Keluarga 
Berencana Berencana 

Kabag.Hukum 

I 

I 

I 

J 
/ 



No Sasaran strategis 
Indikator Kinerja Utama Formula Sumber data Penanggungjawa.b 

(IKU) 
5 Meningkatnya 7 Persen tase Desa roesa Tertinggal Dinas Dinas 

Keberdayaan Masyarakat Tertinggal L D X 100% Pernberdayaan Pemberdayaan esa 
Masyarakat dan Masyarakat dan 
Desa Desa 

6 Meningkatnya 8 J urnlah Prod uk LPDRBADHB Badan Pusat Sekretariat 
pendapatan dan Domestik Regional LPenduduk Statistik Daerah 
pemerataan pendapatan Bruto Atas Dasar Harga 
masyarakat Berlaku oerkaoita 

9 J umlah Produk LPDRB ADHK Badan Pusat Sekretariat 
Domestik Regional LPenduduk Statistik Daerah 
Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan perkapita 

10 J umlah Pengeluaran LPengeluaran Badan Pusat Sekretariat 
Perkapita (dalam ribu) LPenduduk Statistik Daerah 

7 Menurunnya tingkat 11 Angka Tingkat I Pengangguran Dinas Dinas Penanarnan 
pengangguran Pengangguran Terbuka . X 100% Penanarnan Modal, Pelayanan L Angkatan Keqa 

Modal, Terpadu Satu 
Pelayanan Pintu dan Tenaga 
Terpadu Satu Kerja 
Pintu dan 
Tenaga Keria 

8 Meningkatnya kualitas 12 Indeks Kepuasan Total dari nilai Sekretariat Sekretariat 
pelayanan pu blik Masyarakat Persepsi per unsur X N'I ·p . b Daerah Daerah 

. 1 a1 emm ang 
Total unsur yang terist 

9 Meningkatnya 13 Nilai Sistem Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP Sekretariat Sekretariat 
akun tabilitas Akuntabilitas Kinerja pada tahun ke-n oleh Kementerian Daerah Daerah 
penyelenggaraan Instansi Pemerintah PAN-RB 
Pemerin tahan Daerah 

Paraf Koordinasi 

Kepala Bappeda Kabag. Organisasi Kabag. Hukum 
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No Sasaran strategis 
Indikator Kinerja Utama 

{IKU) 
Fo rmula Sumber data Penanggungfawab 

14 Nilai Opini Badan Nilai dan Predikat atas Laporan Badan Badan 
Pemeriksa Keuangan Keuangan Daerah pada tahun ke-n Pengelolaan Pengelolaan 
atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Keuangan dan Keuangan dan 
Daerah Aset Daerah / Aset Daerah / 

(BPK) Inspektorat Inspektorat 

15 Nilai Evaluasi Kinerja Nilai dan Predikat atas Laporan Sekretariat Sekretatiat 
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah 
Pemerintahan Daerah daerah (LPPD) pada tahun ke-n oleh 

Kementerian Dalam Negeri 

16 Nilai Maturitas Sistem Nilai dan Predikat atas Pelaksanaan Inspektorat Inspektorat 
Pengendalian Instansi SPIP pada tahun ke-n oleh Badan 
Pemerintah Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) 

10 Meningkatnya keamanan 17 Persentase Potensi L Potensi konflik Sadan Badan Kesatuan 
dan kenyamanan Konflik Sosial Yang sosial yang diselesaikan X 00<¼ Kesatuan Bangsa dan 
masyarakat Ditangani L potensi konflik sosial 

1 0 Sangsa dan Politik 
Politik 

11 Meningkatnya 18 Persentase Penurunan L Pelanggaran K3 yang ditangani Satuan Ppolis i Satuan Ppolisi 
ketertiban umum Pelanggaran Xl00o/o Pamong Praja Pamong Praja 

Ketentraman, Ketertiban 
L Pelanggaran K3 

dan Keindahan (K3) 
12 Meningkatnya 19 Indek Resiko Bencana Nilai kemungkinan dari dampak yang Sadan Badan 

ketentraman diperkirakan apabila bahaya m enjadi Penanggulangan Penanggulangan 

masyarakat bencana Sencana Sencana Daerah 
Daerah 

Paraf Koordinasi 

Kepala Bappeda Ka bag. Organisasi m 
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No Sasaran strategis 
Indikator Kinerja Utama Fo rmula Sumber data Penanggungjawab 

{IKU) 
13 Meningkatnya 20 lndek Pemberdayaan Indeks komposit yang mengukur Dinas Dinas 

keberdayaan perempuan Gender (IDG) peran aktif perempuan dalam Pemberdayaan Pem berdayaan 
serta perlindungan kehidupan ekonomi dan polit ik. Perempuan dan Perem puan dan 
terhadap perempuan dan Keluarga Keluarga 
anak Berencana Berencana 

14 Meningkatnya kualitas 21 Persen tase panj ang I panjang jalan yang mantap Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 
infrastruktur daerah jalan dalam Kondisi . X 100% Umum dan Umumdan L paniang keseluruhan 

Mantap Penataan ruang Penataan ruang 

22 Persen tase jaringan L panjang irigasi dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

irigasi dalam kondisi L . . . . k I h X 100% Umum dan Umumdan panJang mgas1 ese uru an 
baik Penataan ruang Penataan ruang 

15 Men ingkatnya 23 Indek Kualitas Air Nilai yang membandingkan data Dinas Dinas Lingkungan 
kelestarian lingkungan kualitas air dengan baku mutu air Lingkungan Hidup dan 

Hidup dan Perh u bungan 
Perhubungan 

24 Indek Kualitas Udara Nilai yang membandingkan data Dinas Dinas Lingkungan 
kualitas udara dengan baku mutu Lingkungan Hidup dan 
udara Hidup dan Perhubungan 

Perhubungan 

Paraf Koordinasi 

Kepala Bappeda Ka bag. Organisasi Kabag. Hukum 
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No Sasaran strategis 
Indikator Kinerja Utama 

IKU 

25 Indek Tutupan Lahan 

Paraf Koordinasi 

Kepala Bappeda Kabag. Organisasi Ka bag. Hukum 

{, 0 tL 

Formula 

Nilai yang membandingkan luas 
kawasan lindung dan budidaya (yang 
terjaga) terhadap luas wilayah 

Sumber data Penanggungjawab 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Perhubungan 

BUPATIBONDO 

Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Perh bungan 

J. ( AMIN SAID HUSNI y. 


